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ABSTRAK

Didalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 18B
ayat (1) ditekankan bahwa Negara mengakui daerah yang bersifat khusus atau
istimewa. Hanya saja, sampai sekarang masih belum ada aturan khusus yang
mengatur mengenai bagaimana suatu daerah yang dinyatakan khusus atau istimewa
tersebut. Daerah Khusus atau Istimewa tersebut mempunyai aturan-aturan
terserendiri, mulai dari UU DKI, UU DIY, UU Aceh, dan UU Papua. Oleh karena
itu diperlukan Analisa dari undang-undang tersebut untuk mengetahui bagaimana
karakteristik pemerintah daerah khusus menurut otonomi daerah di Indonesia.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Berdasarkan Analisa dari
berbagai Undang-undang Daerah khusus dan Istimewa tersebut, maka dapat
ditemukan karakteristik pemerintahan daerah khusus atau istimewa. Untuk daerah
khusus yakni adanya suatu kewenangan khusus atau otoritas khusus yang
membedakan daerah tersebut dengan daerah lainnya, selanjutnya bagaimana politik
hukum dari penekanan daerah khusus tersebut. Sementara untuk daerah istimewa,
ditekankan bahwa karean adanya nilai historis dari daerah tersebut di masa lampau.
Berkaitan dengan Otorita Ibu Kota Nusantara yang dinyatakan sebagai daerah
khusus, dengan dibuktikan dengan beberapa ketentuan khusus, yang sayangnya
dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain, Untuk itu, jika
dinyatakan sebagai daerah khsusu, tentunya perlu digali apa yang melatarbelakangi
kekhususan tersebut, mengikuti karakteristik pemerintahan daerah khusus
danistimewa yang telah diuraikan.

Kata Kunci: Daerah Khusus dan Istimewa, Karakteristik pemerintahan daerah
khusus dan Istimewa, Otorita Ibu Kota Nusantara

Xi



ABSTRACT

In the 1945 Law of the Republic of Indonesia in article 18B paragraph (1) it is
emphasized that the State recognizes areas that are special or special. It's just
that, until now there are still no specific rules governing how an area is declared
special or special. The Special or Special Region has its own rules, starting from
the DKI Law, the DIY Law, the Aceh Law and the Papua Law. Therefore it is
necessary to analyze the law to find out the characteristics of special regional
governments according to regional autonomy in Indonesia. The research method
used is normative juridical. Based on the analysis of the various special and
special regional laws, the characteristics of special or special regional
government can be found. For special areas, namely the existence of a special
authority or special authority that distinguishes this area from other regions,
then what is the legal politics of emphasizing this special area. Meanwhile for
special areas, it is emphasized that because of the historical value of the area in
the past. In connection with the Archipelago Capital City Authority which was
declared a special area, as evidenced by several special provisions, which were
unfortunately considered to be contrary to other laws and regulations. the
special and special regional administrations that have been described..

Keywords:Special Regions, Characteristics of special regional administrations,
Nusantara Capital Authority
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